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PEMERINTAH KOTA MAGELANG

A —

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG

NOMOR 11 TAIIUN 2000
TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMA'T TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa terhadap Kekayaan Daerah yang berupa benda bergerak
maupun tdak bergerak yang dimihiki atau dibawah penguasaan
Pemenntah Daerah Kota Magelang. sepanjang tidak dipergunakan
oleh  Pemenntah Daerah  dapal dimanlaatkan  oleh  masyarakal

dengan dipungut Retnbusi ;

b bhahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, dipandang
perlu untuk menvusun dan menctapkan Peraturan Daerah Kota

Magelang tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah :

Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur,

Jawa Tengah dan Jawa Barat

Undangz-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Ilukum Acara
Ptduﬂ'&:( | embaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan

| embaran Negara Nomor 3209)

Mengingat ;1.

G

3 Undang-undang Nomor I8 Tahun 1997 tentung Pajuk Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Ncgara Nomor 3685) ;

2

4 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Dﬂﬁ]’ﬂh {Lf:mbaran Negﬂfﬂ TﬁhUﬂ 1999 Nm‘nc}r 60, Tﬂﬂlbﬁhﬂﬂ
[ cmbaran Ncgara Nomor 3839):

S - Uﬂd&.ﬂg—undang oy
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’ Endung'u"dﬂﬂﬂ Nomor 25 Tahun 1999 tentang Penmbangan
~euangan antara Pemerintah Pusat dan Dacrah (Lembaran Negara
:glllun 1999 Nomor 72. Tambahan Lembaran Negara Nomor
3848) :

0. Pcraruran Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang
Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah :

7.

Peraluran Pemerintah Nomor 20 Tuhun 1997 tenlang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara ‘Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Ncgnrn Nomor %ﬁQE) .

8. Kepulusan Menten Dalum Negen Nomor 174 Tahun 1997 lenlung
Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;

Q. Kceputusan Mcenter Dalam Ncgert Nomor 175 Tahun 1997 tcntang
Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Dacrah ;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1998 tentang
Manual Administrasi Barang Dacrah ;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang
Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat [ dan
Tingkat 1l ;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang

Sistem Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retnibusi Daerah dan
Pendapatan Lain-lain :

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN :

} Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA  MAGELANG  TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

BAB 1|
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah i yang dimaksud dengan :

, . Daerah adalah Kota Magelang ;
b. Pemerintah Dacrah adalah Pemerintah Kota Magclang ;

c. Kepala ...
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c. Kepala Daerah adalah Waljkota Magelang ;

* Df“ﬂf‘- Pendapatan Daerah vang selanjutnva disingkat Dipenda adalah
Dinas Pendapatan Dacrah Kota Magclang ;

- Pejabat yang ditunjuk vang selanjutnya disebut Pejabat sialil
pegawal vang dibeni tugas tertentu di bidang retribusi sesual dengan
peraturan perundang-undangan vang berlaku ;

Retribusi Kekayaan Daerah vang selanjutnya disebut Retribusi adalah
puneulan dacrah scbagai pembayaran atas jasa pelayanan dan
tasilitas vang dibenkan kepada umum atas pemakaian kekayaan
dacrah -

. Kekavaan Daerah adalah benda-benda vang dimiliki dan atau

dikuasai olch Pemerintah Dacrah baik yang bergerak maupun tidak
bergerak :

. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut
peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk mclakukan
pembayaran retribusi. termasuk pemungut atau pemotong retribusi
tertentu

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan
batus waktu bawi Wanb Retnbusi untuk memanfaatkan jasa dan
peryjmnan tertentu dan Pemenntah Daerah ;

Surat Pembentahuan Retnbusi Daerah, yang dapat disingkat SPTRD,

adalah sural vang digunakan oleh Wapb Retnbusi untuk melaporkan
perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut
pcraturan petribust

.. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD.
adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi
vang terutang ,

Surat Tagihan Retribusi Dacrah, yang dapat disingkat STRD, adalah
surat untuk  melakukan tagihan retribusi dan atau  sanksi
administrasi :

- Surat Setoran Retribusi Ducrah, yang dapat disingkat SSRD, adalah
surat vang digunakan oleh Wapb Retribusi untuk l’ne-lukUImu
pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah
atau ke tempat lain vang ditetapkan oleh Walikota -

- Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yYang dapat disingkat
SKRDI.B, adalah surat kﬂpﬂmﬁfﬂ yang menentukan jumlah kclebihan
pembayaran retribust karena jumlah kredit retribygi lebih besar

daripada retribusi yang terulang atau tidak seharysnyg terutang -

O. Surat .
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0. Surat Ketetapan Retribus;

disingkat  SKRDKR
besarnya jumlal retr

Daerah Kurang Bayar, yang dapat
adalah surat keputusan vang menentukan
jumlah kekurano. busi vang terutang, }u:n@h k‘Iédi‘t rcuibusﬁi.
gl i “langan pembavaran pokok retribusi retribusi, besarnya
sankst adminstras; dan jumlah vang masth harus dibavar ;

p. Surat }“_\‘-’ftﬁt‘lpﬂﬂ Retiibusi Dacrah Kurang Bayar Tambahan yang
Llupu[ {JI'HHIE_;]'\L{[. HHRDI‘: er adalah sural l;gpu[u:-;un vang Iﬂﬂﬂﬂﬂ[ﬂkﬂﬂ
tambahan atas jumiah retribus; vang telah ditetapkan

Q. P_r.:rhiinng:m Retribusi adalah perincian hesarnya retribusi yang harus
dibavar oleh Wajib Retribust baik pokok retnbusi, bunga kekurangan

Deﬂlbap‘_vnran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi maupun sanksi
administrasi -

r. Pfambat aran retribusi daerah adalah besarnya kewajiban yang harus
dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke
Kas Daerah atau ke tempat lain vang ditunjuk dengan batas waktu
vang lelah ditentukan -

s. Utang Retnbust adalah sisa utang retribust atas nama Wajib Retribusi
vang tercantum pada STRD. SKRDKB atau SKRDKBT vang belum

daluwarsa dan retnbusi lainnya yung masih (erutang.

BAB 11

MARSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah im disusun dengan maksud dan lujusn memberikan
dasar hukum :

(1) Pelaksanaan pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah -

(2) Pembinaan dan pengawasun Pemukaun Kekayaun Daeruh.

BAB 111

NAMA, SUBYEK DAN OBYEK RETRIBUSI
Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pemakaian Rckg}'&an ‘Daerah dipungut retribusi
bagi setiap orang atau badan vang menikmati jasa pelayanan dan atau

mengpunakan fasilitas kekayaan daerah.

Pasal4
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Pasal 4

(1) Subjek  Retribusi  adalah orang pribadi atau badan yang

menggunakan dan atay menikmati jasa pelayanan dan R
kekavaan daerah

(2) Dikccualikan dar Subvyck Rctribusi adalah pctugas/pcgawai yang
karena tugas dan wewenangnya memakai kekayaan daerah.

Pasal 5

(1) Objek Retrnibusi adalah penggunaan jasa pelayanan dan fasilitas
kekavaan daerah.

(2) Objek Retribusi sebagaimana di maksud dalam ayat (3) meliputi :
a. lanah:

L. tanah kosong / pertanian non produktif ;

2. tanah sawah . pertanian :

3. tanah untuk perumahan hdak permanen, semi permanen dan

permanen ;

4. tanah untuk tcmpat usaha, pertokoan / pcrdagangan ;

5. tanah untuk pemasangan reklame / industn jasa ;

6 tanah untuk penanaman pipa air minum :

7. tanah untuk tiang/penanaman kabel telpon .
8. tanah untuk tiang/penanaman kabel listrik.
. Ge
L.

b

dung ' Bangunan :
gedung perkantoran ;
2. gedung pertemuan
3. gedung rumah dinas.

¢. Alat-alat Berat :
1  BRulldozer

2  Excavator
3. Mcsin gilas
4 Wheel Loader

d. Gedung dan Peralatan Rumah Sakit Umum (RSU).

BAB 1V

GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 6

(1) Retnbusi Pemukaan Kekayaan Dacrah lermasuk golongan Retnbusi

Jasa Usaha.
(2) Retribusi vang tcrutang dipungut di Wilayah Kota Magclang.

BABV . .
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BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
PEMAKRALAN KEKAYAAN DAERAII

Pasal 7

(1) Tingkat penggunaan jasa Pemakaian Kekayaan Daerah didasarkan
Pada Kelas jalan dan  kuantitas pengeunaan fasilitas  kekayaan
daerah scbagar dasar alokasi beban biaya vang dipikul dalam
pemakaian kekavaan daerah -

(2) Kelas jalan dan kuantitas penggunaan jasa sebagaimana dimaksud
ayat (1) diatur dengan Kceputusan Walikota.
BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENENTAPAN
BESARNYA TARIF
Pasal 8
Prinsip dan sasaran dalam penctapan tanf rctnibusi pcmakalan kckayaan

daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang
layak vang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

Struktur dan besarnva tanf retribusi untuk setiap jenis jasa pelayanan
dan fasilitas pemakaian kekayaan daerah ditetapkan sebagai berikut -

(1)Besarnvya tant retribust untuk tgna.h_ bangunan / gedung dan alat-alat
berat tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak
terprsahkan dengan Peraturan Daerah 1.

(2)Gedung dan Peralatan Rumah Sakit Umum (RSU)

Besarnva retribusi pemakaian gedung dfm peralatan RSU ditetapkan
sebesar 17.50 %o (tujuh belas koma lima pulub persen) dari Jasa
Rumah Sakat .

BAB VIII ...
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BAB VIII
TATA CARA PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Pasal 10

Tala cara pemakaian Kekayaan Daerah diatur lebih lanjul dengan
Keputusan Walikota

BAB IX

MASA RETRIBUSL SAAT RETRIBUSI TERUTANG
DAN SURAT PEMBERITAHUAN TERUTANG

Pasal 11

(1) Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang lamanya
ditctapkan olch Walikota.

{2) Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya 1jin, daftar ulang
dan perubahan 1jin.

Pasal 12

(1) Setiap Wajib Retribusi wajib mengisi SPTRD.

(2) SPTRD) sebagaimana dimaksud pada ayal a_[l} harm.'"dii:-;i .dt:ngun
ielas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wapb Pajak atau
Kuﬂﬂan}'ﬂ.

(3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian serta pengembalian SPTRD
ditetapkan oleh Walikota

BAB X

TATA CARA PENETAPAN
Pasal 13 ‘

(1) Penetapan retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD
o dlau dokumen lam ydny d!pt:ﬁi-'clmakun.
(2) Dalam hal SP1RD udak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana

mestinya, maka diterbitkan SKRD karcna jabatan.

(3) Bentuk dan 15! QKRN sebagaimana dimaksud avat (2)
ditetapkan oleh Walikota. pada

Pasal 14 .. .
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Pasal 14

?ap&bﬂ.ﬂ berdasarkan has;l pemeriksaan ditemukan data baru dan atau
daia vang Iﬁn:m.ula belum terungkap yang menvebabkan penambahan
jumlah retribusi yany lerutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan.

BAD XI
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 15

(1) PF“‘hﬂ}’HlHﬂ relrbust dilukukan di Kas daerah alau lempal lain yang
ditunjuk oleh Walikota sesuai waktu vang drtentukan dengan
menggunakan SKRD. SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan.

(2) Dalam hal pembavaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka
hasil penecnimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-
lambatnya 1 x 24 (satu kali dua puluh cmpat) jam atau dalam waktu
vang ditentukan oleh Walikota.

(3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang
ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan
sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) dengan
menerbitkan STRD.

Pasal 16

(1) Pembayaran retribusi harus dilakukan tunai atau lunas.

(2) Walikota atau Pejabat dapat mengiyinkan kepada Wajib Retnibus
untuk mengangsur reinbust yang lerulang dalam jangka waktu
tertentu dengan alasan yang jelas.

(3) Walikota atau Pcjabat dapat mengijinkan Wajib Retribusi untuk
menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan
dengan alasan vang jelas

(4) Tata cara pcmbayaran retribusi scbagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan (3) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 17

(1} Peinbayazan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 16 diberikan

tanda bukti pembayaran. |
(2) Setiap pembuyaran dicatal dalam buku penernmuan.

(3) Bentuk, isi. kualitas, ukurun dan tanda bukti pembayaran retribusi
ditetapkan oleh Walikota.

BAB XII .....
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BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 18

(1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis
sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7

(tuyuh) han scjak suat jatuh tempo pembavaran.

(2) Dalam jangha waktu 7 (tujuh) han setelah tanggal surat teguran atau
sural penngalan alag sural b vang sejems, Wanb Relnbust harus
melunasi retribus; vang lerutang.

(3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh
Pejabat

Pasal 19

Bentuk-bentuk  formulir vang dipergunakan untuk pelaksanaan
pcnagihan rctnibusi scbagaimana dimaksud pasal 18 avat (1) ditctapkan
oleh Walikota.

BAB XIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI

Pasal 20

(1) Walikota berdasarkan permohonan  Wajib  Retribusi  dapat
membenkan pengurangan, hennganan dan pembebasan Retnbus.

(2)lata cara pembernian pengurangan, Keringanan dan pembebasan
retribusi sehagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Walikota

BAB XIV

TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN, PEMBATAI.AN
KETFTAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

(1) Walikota karcna jabatan alau alas pcrmohonan Wajib Rectribusi
dapat :

a. membetulkan .
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1. membetulkan SKRD, STRD, SKRDKB dan SKRDKBT yang
dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis. kesalahan hitung
dan atau kekeliryan dalam penerapan peraturan perundang-
undangan retribus; daerah:

b. E:‘-'"BUIH“!,-'-i dan  membatalkan ketetapan retribusi yang tidak
enar;

¢ mendurang dan menghapus sanksi zdministrasi berupa bunga.
denda  dan kenaikan retribust vang terutang dalam hal sanksi
tersebut  dikarenakan kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan
karena kesalahannva

(2) Permohonan pembetulan, pengurangan. pembatalan ketetapan dan
penghapusan atan pengurangan sankst administrasi schagaimana
dimaksud avat (] disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi
kepada Walikota atay Pejabat selambat-lambatnya 30 (tigca puluh)
hari sejak tanggal diterima SKRD, STRD. SKRDKB. SKRDKBT
alau dokumen lun yang dipersamakan dengan memberikan alasan
vang jelas.

(3) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud avat (1)
dikeluarkan Walikola atau Pejabal paling lama 3 (iga) bulan scjuk
surat permohonan diterima.

(4) Apabila sctclah lewat 3 (tiga) bulan schagaimana dimaksud avat (3)
Walikota atau Pejabat tidak membenkan keputusan, maka

permohonan pembetulan. pengurangan. pembatalan ketetapan dan
penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap

dikabulkan.

BAB XV
KEBERATAN
Pasal 22

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota
atau Pcjabat atas SKRD. STRD, SKRDKB dan SKRDKBT atau
dokumen lain vang dipersamakan.

(2) Permohonan  keberatan  scbagaimana  dimaksud ayal (1) harus
disampatkan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 2
(duu) bulan sejuk tanggal SKRDSTRD, SKRDKR, SKRDKBT atau
dokumen lain vang diﬂﬂfmf@kﬂ_“ ditenima dengan alasan vang jelas
kecuali apabila Wajib Rc:nht_lsl dapat menunjukkan bahwa 'iﬂ'ngkﬂi
waktu itu tidak dapat dipenuhi karcna keadaan dijugr kckuMnnva.

(3) Walikota .

|
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3) Walikota ? - :
(3) nnn:ﬁm atau Pejabat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak
e “Hral permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2)
lenma, sudah memberikan keputusan.

(4) !}[:jjbrla setclah lewat waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud
l*f = _-‘-1}'13-1 (3) Walikota atau Pejabat tidak memberikan keputusan,
permohonan keberatan dianggap dikabulkan.

(3) Pengayuan k!:lrr_t;ral;ul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) udak
menunda Kewajiban membayar retribusa.

BAB XVI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 23

(1) Wajib  Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran retribusi kepada Walikota atau Pejabat.

(2) Walikota atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 6 (enam)
bulan sejuk  diterimanys  permohonan  pengembalian  kelebihan
pembayuran retribusi scbaganmana dimaksud pada avat (1) harus
membertkan keputusan.

(3) Apabila jangka waklu sebagaimana  dimaksud pada ayal (2)
dilampaur dan Walikota atau Pejabat tidak memberikan keputusan,
permohonan pengembalian kelehihan pembayaran retribusi dianggap
dikabulkan, dan SKRDI.I3 harus diterbitkan dalam jangka waktu
paling lama 1 (satu) bulan.

(4)Apabila  Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya.
kelebihan pembavaran retribusi sebagaimana dimaksud pada avat (2)
langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang
retnbust dimaksud.

(5) Pengembahan kelebihan pembavaran relnbusi dilak uk an paling lama

2 (dua) bulan scjak diterbitkannya SKRDLB, dengan menerbitkan

Surat Pcrintah  Mcmbayar  Kclebihan  Pembavaran  Retribusi
(SPMKR).

(6) Apabila pengembalian kelebthan pembayaran retribusi dilakukan
sctelah lewat waktu 2 (dua) bulan scjak ditcrbitkann},'a SKRDLB.
Walikota atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 (dua
persen ) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi

BAB XVII ... ..

P
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BAB XVII

KEDALUWARSA

Pasal 24

(1Y Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah
melampaui jangka waktu 3 Eligaj tahun sejak saat terutangnya
retiibust. Kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana
di bidang retnbusi.

(2) Kadaluwarsa penagihan retnbusi sebagaimana dimaksud pada ayal
(1) tertangguh apabila -

a. diterbitkan surat teguran atau:

b. ada peneakuan utang dan Wajib Retribusi baik secara langsung
maupun tdak langsung.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA
Pasal 25

(1) Wujib Retnbust vang bdak melaksanakan kewajibannya sehingga
merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6
(cnam) bulan dan atau denda paling banyak 4 (cmpat) kali jumlah

retnbusi terutang.
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIX
PENYIDIKAN
Pasal 26
(1) Pejabat Pegawai Negen Sipil tertentu di lingkungan Pemerintal,

Daerah diber wewenang khusps sebagai penyidik untuk melakukan
penvidikan tindak pidana dr bidang retnbus; sebagaimana dimaksud

dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun ]98] tentang Hukum Acara
Pidana.
(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah -

a menerima. mencari. mengumpulkan dan menelit; keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana d; bidang retribusi agar
keterangan atau laporan tersebut menjad; lengkap dan jelas:

b. meneliti .
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b. it lle .
HIQITLI:U, mencan dan mengumpuikan kcterangan mengenai orang
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan

sehubungay dengan tindak pidana retribusi tersebut,

. meminta kctcrangan dan bahan bukt dari orang pribadi atau
badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retnibusi

d. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain
berkenaun dengan tinduk pidana di bidung retnbusi.

i

o

melakuban pengpcledahan untuk  mendapatkan  bahan  bukl
pembukuan. pencatatan dan dokumen-dokumen lain, scrta
melak ukan penyitann lerhadap bahun buk b tersebul,

L. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas |
penyidikan tindak pidana di bidang rctribusi;

g menvuruh berhent, melarang sescorang meninggalkan ruangan
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan
mcmeniksa idenutas orang dan atau dokumcen yang dibawa

sebagaimana dimaksud pada huruf ¢:

h. memotret seseorang vang berkaitan dengan tindak pidana
retribusi.

i. mecmanggil orang untuk didengar keterangannya dan dipenksa
scbagar tersangka atau saksi;

j. menghentikan penvidikan ;

k  melakukan iindakan lam yang perlu untuk kelancaran penwvadikan
tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang dapat
dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik sebagarmana dimaksud pada ayat (1) membentahukan
dimulainva penvidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya
kepada Penuntut Umum., scsual dengan ketentuan vang diatur dalam
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Ilukum Acara Pidana.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

[{al-hal vang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang
n}enuunui tehnis pelaksanaannyd diatur lebih lanjut oleh Walikota.
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Pasal 28

Dengan  berlakunya Peraturan Daerah ini maka “Grondgebruik
Verordening™ tanggal 13 Scptember 1939 diundangkan dalam
Provinciaal Blad tanggal 23 Januari 1940 (bijboegsel Serie B No. 1)
yang telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan
Daerah Kotamadva Daerah Tingkat [1 Magelang Nomor 260 Tahun 1_971
tentang Mengubah Untuk Keclima Kali “Grondgebruik Verordening
serta Peraturan Dacrah Kotamadya Daerah ‘Tingkat 11 Magelang Nomor
250 lahun 1977 Tentang Tamp Pengkaryaan Barang-Barang Milik
Pemennlah Knlumud_u-u Dacrah Tingkal [T Magelung, vang jelah dirubah
dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Il Magelang
Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Pcrubahan Pcrtama Pcraturan Dacrah
Kotamadva Daerah Tingkat Il Magelang Nomor 250 Tahun }977
Tentang  Tarip DPengkaryaan Barang-Barang Milik P em:nmﬂh
Kotamadya Daerah Tingkat 1l Magelang dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 29
Peraturan Daerah in1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supava scliap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah 1ni dengan peneémpatannya dalam
I .embaran DNaerah Kota Magelang.

Disahkan di Magelang
pada tanggal \7 1.} Zeno

WALIKOTA MAGELANG

" 5 P ] ]
Diundangkan di1 Magela ng
T . . T B N B . r I | w 'lf':'l:':l-frl .
{1“";-:-.::: ]-..lu:_j-__..r.rq.l: 1 i ll-'l i F
F

lFMranAaN Nar HAH K

L i

SF R

ODTA MAGF!I ANG
2000 NOMoR v/
2 NO.4
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PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 11 TAHUN 2000

TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

| PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan  Daerah, bahwa penyelenggaraan Pemerintahan  Daerah lebih
mengulamakan pelak sanaan azas Desentralisas:, unluk 1lu perlu menyelenggarakan
Otonomi Dacrah dengan membenikan kewenangan vang luas, nyata dan
hertanggung jawab kcpada dacrah sccara proporsional yang diwujudkan dengan
pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta penmbangan
keuangan pusat dan daerah

Pajak dan Rectribusi mcrupakan sumbcr pendapatan dacrah, agar
daerah dapat melaksanakan otonominya vyaitu mampu mengatur dan mengurus
rumah tangganva sendin. Sumber pendapatan daerah tersebut diharapkan menjadi
sumber pembiayaan penyelenggaraan pemernintahan dan pembangunan daerah,
untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat.

Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah ditetapkan pedoman kebijaksanaan
dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi Daerah.

Schubungan dengan dasar tersebut, maka perlu mengatur tentang
pungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Kota Magelang yang ditetapkan

dengan Peraturan Daerah .

Il PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasa] | . Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan
dalam DPeraturan  Daerah ini. Dengan  adanva
pengertian istilah tersebut dimaksudkan untuk menceg‘ah
timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam
memahami dzul_ melaksanakan pasal-pasal yang
bersangkutan sehingga baik  warga masyarakat maupun
aparalur dalam menjulankan  hak dun kewapban dapal
berjalan dengan lancar  dan dapat  dicapai tertib
administrasi pecmungutan Retnibusi Dacrah.
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pasal 2 s'd 4 . Cukup jelas

Pasal 5 avat (1) - Dikecualikan dari obyek Retribusi adalah obyek-obyek
Retribusi yang terletak  di jalan  Propinsi dan jalan
Nasional. sepanjang Undang-undang serta peraturan lain
yYang mengaturnya masth berlaku.

pasal 5 ayat (2)s/d 8 . Cukup jelas

Pasal 9 ayat (1) : Biaya sewa mesin gilas tersebut diluar biaya operasional.

Biaya sewa Bulldozer, Wheel Loader dan Excavator
tersebut diluar biava operasional, dengan ketentuan .
pemakaian mimimal 6 han @ 8 jam.

Pasal 9 ayat (2) s/d 29 . Cukup jelas.
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